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KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan terbitan perdana dari rencana penerbitan berkala 
Policy Review Series yang merupakan salah satu agenda program 
produksi pengetahuan Center for Intermestic and Diplomatic 
Engagement (CIDE). Ide dan konsep berkembang dari 4 (empat) seri 
Webinar “Forum Dialog Diplomasi Maritim dan Perikanan” yang 
diselenggarakan sejak Agustus – Oktober 2020.

Buku ini secara khusus memotret dan melacak data empirik terkait 
permasalahan keamanan dan keselamatan pelayaran di Indonesia 
sejak Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo mengusung 
visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagai agenda penting 
kampanye pemilihan presiden. Sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 
dan pengakuan internasional atas konsepsi negara dan laut kepulauan 
dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, 
visi pembangunan Indonesia sebagai maritim diletakan sebagai 
prioritas kebijakan politik pemerintahan setelah melalui diskursi publik 
yang intens dan skala nasional semasa kampanye pemilihan presiden 
tahun 2014. Terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo dalam pemilihan 
presiden tahun 2019, menjadikan visi Poros Maritim Dunia semakin 
relevan, strategis, dan vital untuk secara berkelanjutan dikawal dalam 
proses pengimplementasiannya. 

Teritori Indonesia yang berbatasan laut dengan 11 (sebelas) negara 
tetangga, yaitu Australia, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Filipina, 
Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam serta berbatasan darat 
dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste memiliki bentang luas 
darat dan laut sekitar 8,3 juta km². Dengan jumlah pulau sekitar 17.504, 
total bentang luas perairan Indonesia sekitar 6,4 juta km² termasuk zona 
ekonomi eksklusif dan panjang garis pantai sekitar 108.000 km. Luasnya 
ruang maritim menjadikan isu keamanan dan keselamatan pelayaran 
sebagai komponen strategis dalam konstruksi keamanan nasional. 

Isu keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan aspek vital 
dan strategis dalam upaya pembangunan konektivitas maritim yang 
merupakan salah satu prioritas kebijakan visi Poros Maritim Dunia. 
Kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam menjamin kepastian 
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keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan kunci dalam menjaga 
posisi tawar Indonesia dalam dinamika interaksi Hubungan Internasional 
selain aspek kepentingan sumber potensi ekonomi termasuk transportasi 
maritim dan laut.

Secara khusus, buku ini memetakan sumber dan bentuk ancaman 
terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran pada periode 2014-
2020 berdasarkan data yang bersifat terbuka untuk publik. Berdasarkan 
pemetaan awal, buku ini menemukan kebutuhan atas pembangunan 
pengawasan maritim terintegrasi.

CIDE berharap buku ini dapat berkontribusi dalam upaya penguatan 
pembangunan Poros Maritim Dunia khususnya jaminan atas keamanan 
dan keselamatan pelayaran dalam wilayah Negara Maritim Indonesia.

Jakarta, November 2020

Anton Aliabbas
Kepala 
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RINGKASAN 

Temuan: Sejak Oktober 2014, Pemerintahan Joko Widodo mendorong 
implementasi visi Poros Maritim Dunia dengan program pembangunan 
konektivitas maritim, yang salah satunya adalah program Tol Laut. 
Namun, problem keamanan dan keselamatan pelayaran mengancam 
efektivitas program tersebut. Sepanjang 2014-2020, kapal pengangkut 
logistik yang sedang bersandar atau melepas jangkar menjadi sasaran 
utama dari kejahatan perompakan dan perampokan bersenjata di laut. 
Sementara kecelakaan pelayaran maritim umumnya terjadi saat kapal 
sedang dalam perjalanan, dengan mayoritas adalah kapal penumpang. 

Implikasi Kebijakan: Sekalipun angka kejahatan perompakan dan 
perampokan bersenjata di laut menurun, kondisi ini tetap menunjukkan 
ketidakamanan jalur pelayaran Indonesia. Pembenahan yang dilakukan 
pemerintah tidak cukup kuat dalam menekan angka kejahatan maritim. 
Isu tata kelola keselamatan maritim menjadi kunci dalam upaya 
perbaikan keselamatan pelayaran Indonesia yang masih tersendat.

Rekomendasi: Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan 
maritim terintegrasi yang mengadopsi kemajuan teknologi, baik secara 
kualitas dan kuantitas. Perbaikan sinergi kebijakan nasional dan lokal 
yang menekankan pada penguatan kapasitas institusi dan manajemen 
informasi melalui pengembangan kapabilitas aparat dan dukungan 
infrastruktur menjadi sebuah pilihan mendesak.

Ringkasan
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1	 PENDAHULUAN

“Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, 
mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut 
pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama 

Republik Indonesia”

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 20 Oktober 2014

Bagi upaya pembangunan menuju negara maritim Indonesia, keamanan 
maritim merupakan komponen strategis dalam keamanan nasional. 
Ruang maritim memegang peran penting dalam membangun posisi 
tawar negara dalam konstelasi geopolitik global dan regional termasuk 
sektor ekonomi yang bergantung dari beragam sumber daya yang ada 
termasuk transportasi maritim dan laut. Oleh karena itu, garis pantai, 
perairan teritorial dan perbatasan maritim menjadi penting untuk 
dilindungi dan dikelola secara baik (Liss 2013). Beberapa persoalan 
keamanan maritim yang menjadi perhatian antara lain sengketa batas, 
terorisme, perompakan, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan hingga 
bencana (Bueger 2015). 

Tulisan ini bertujuan memberikan analisis awal terkait keamanan dan 
keselamatan pelayaran terhadap pembangunan konektivitas maritim 
Indonesia, 2014-2020. Saat terpilih sebagai presiden dalam Pemilihan 
Presiden 2014, Joko ‘Jokowi’ Widodo mencanangkan visi Poros Maritim 
Dunia (PMD) sebagai fokus pemerintah selama lima tahun. Visi ini 
kemudian diturunkan dalam bentuk agenda prioritas dan program aksi 
yang mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. 
Salah satu dari lima pilar utama dalam mewujudkan visi tersebut adalah 
berkomitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas 
maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri 
perkapalan, serta pariwisata maritim.

Pengelolaan keamanan dan keselamatan ruang maritim memegang 
peranan penting dalam implementasi visi PMD. Dengan kata lain, 
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ketidakamanan di laut serta maraknya insiden kecelakaan maritim akan 
mengganggu target pemerintah dalam mendorong konektivitas maritim. 
Apalagi, sejumlah jalur pelayaran strategis dunia berada di wilayah laut 
Indonesia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat 
Makassar yang juga kaya akan sumber daya maritimnya.

Tidak ada definisi tunggal yang menjelaskan tentang keamanan maritim.  
Para ahli belum mempunyai konsensus terkait pengertian keamanan 
maritim (Klein 2011). Hal ini dikarenakan beragamnya dimensi analisis 
keamanan maritim. Mereka adalah kekuatan maritim (seapower), 
keselamatan maritim termasuk keselamatan pelayaran dan instalasinya, 
pembangunan ekonomi terutama blue economy dan blue growth, serta 
keamanan manusia (Bueger 2015). Implikasinya, keterkaitan tersebut 
berpengaruh pada pemahaman dan cara pandang aktor mengenai 
keamanan maritim. Oleh karena itu, tulisan ini hanya mendiskusikan 
keamanan dan keselamatan pelayaran yang spesifik mengancam 
kelangsungan program pemerintah dalam melakukan pengembangan 
infrastruktur dan konektivitas maritim. Karena itu, tulisan ini akan lebih 
banyak menganalisis kejahatan perompakan dan perampokan bersenjata 
terhadap kapal (piracy and armed robbery against ships) serta keselamatan 
pelayaran maritim. 

Lebih dari tiga dekade, perompakan dan perampokan bersenjata terhadap 
kapal menjadi salah satu ancaman keamanan maritim di Kawasan Asia 
Tenggara (Mo 2002). Liss (2013) mencatat, sejak akhir 1980an, kawasan 
Asia Tenggara telah menjadi salah satu ‘hot spot’ global terkait kriminalitas 
maritim ini. Karakteristik pelakunya pun digambarkan seperti ‘perampok 
laut biasa’ (common sea-robbers). Karakter perompakan yang terjadi di 
Asia Tenggara berbeda dengan yang terjadi di kawasan lain seperti Teluk 
Aden, Somalia. Sekalipun melakukan penyanderaan, aksi perompakan 
tidak ditujukan untuk melukai awak kapal dengan kekerasan. Walaupun 
demikian, aksi kriminal ini tetap memiliki dampak terhadap perairan dan 
pelabuhan di kawasan, termasuk Indonesia. 

Sebagai penelitian pendahuluan, tulisan ini hanya menggunakan dan 
mengolah yang berasal dari informasi terbuka (open source information). 
Dalam hal ini, laporan periodik yang dikeluarkan Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in 
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Asia (ReCAAP) dan laporan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi akan menjadi sumber utama dalam penyajian data insiden 
ancaman keamanan dan kecelakaan maritim. Selain itu, data sekunder 
lain seperti laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 
buku, artikel jurnal, serta pemberitaan media massa yang relevan juga 
digunakan untuk memperkaya analisis dalam tulisan ini. 

Uraian tulisan ini terbagi dalam empat segmen. Bagian pendahuluan 
menjadi pembuka tulisan ini, yang bertujuan untuk memberi ilustrasi 
terkait penelitian pendahuluan. Bagian kedua mengelaborasi ancaman 
keamanan maritim yang secara signifikan membahayakan implementasi 
program pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim Indonesia. 
Secara khusus, bagian kedua memotret lebih dalam tren perompakan 
dan perampokan bersenjata di laut yang terjadi di Indonesia. Bagian 
ketiga mengulas kondisi keselamatan pelayaran Indonesia dengan 
menitikberatkan pada analisis laporan investigasi Komite Nasional 
Keselamatan Transportasi (KNKT) sepanjang periode 2014-2019. Bagian 
keempat akan menutup tulisan dengan kesimpulan berupa temuan dan 
rekomendasi awal terkait problem keamanan dan keselamatan pelayaran 
Indonesia.    

2	 ANCAMAN KEAMANAN MARITIM
Dalam aspek sosio-ekonomi, Asia Tenggara tidak hanya sekadar kawasan 
maritim penting dalam jalur pelayaran. Selain menguasai sepertiga jalur 
perdagangan dunia, Asia Tenggara juga memainkan peranan penting 
dalam lalu lintas ekspor-impor energi (Graham 2015). Dengan demikian, 
tidak mengherankan apabila kawasan ini memiliki ancaman keamanan 
maritim yang tinggi. Bagian ini akan menjelaskan secara spesifik 
tentang pola ancaman keamanan yang berdampak signifikan terhadap 
kelangsungan program Tol Laut, yakni perompakan dan perampokan di 
laut.  

Reyskens menjelaskan maraknya kejahatan perompakan memiliki kaitan 
erat dengan kondisi sosio-ekonomi kawasan Asia Tenggara. Gejolak 
ekonomi dan perubahan sosial yang cepat serta adanya instabilitas 
keamanan di sejumlah negara di kawasan berkontribusi dalam peningkatan 
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angka perompakan (Reyskens 2012). Sejumlah konflik internal bersenjata 
seperti di Mindanao diiringi tekanan faktor ekonomi telah mengubah 
pola perompakan, yang pada awalnya hanyalah kriminal biasa menjadi 
kejahatan terorganisir. Elleman et al (2010) mencatat, perompakan 
di kawasan Asia Tenggara pada awalnya hanyalah aksi kriminal yang 
dilakukan individu nelayan yang umumnya hidup dalam kemiskinan. 
Akan tetapi, dengan makin besarnya tekanan ekonomi, telah memaksa 
para nelayan ini kemudian bergabung dalam organisasi perompak.

Perompakan dan perampokan bersenjata di laut Indonesia masih menjadi 
ancaman nyata. Dari data yang dilansir ReCAAP, setidaknya tercatat 203 
insiden yang dilaporkan terjadi di perairan Indonesia selama periode 
Januari 2014 –September 2020 (Gambar 1). Mayoritas dari aksi kriminal 
tersebut terjadi saat kapal sedang berlabuh atau melepas jangkar (95 
persen). Sementara hanya 11 insiden (5 persen) terjadi saat kapal sedang 
berlayar.

Gambar 1 Insiden Perompakan dan Perampokan Bersenjata di Tengah 
Laut di Indonesia (Januari 2014 - September 2020)

Sumber: Diolah dari Laporan Periodik ReCAAP, Januari 2014 – September 2020

Policy Review Series No 01/2020
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Harus diakui, terjadi penurunan perompakan dan perampokan bersenjata 
di laut yang signifikan. Seperti diilustrasikan pada Gambar 1, aksi kriminal 
ini terlihat memiliki tren penurunan yang cukup signifikan. Tercatat, 
pada tahun 2015, angka kejahatan ini turun sebanyak 53 persen, jika 
dibandingkan dengan tahun 2014. Bahkan, angka ini merupakan yang 
terendah sejak 2011. Meskipun sebenarnya, tren kejahatan maritim di 
Asia pada tahun 2015 tetap mengalami peningkatan sebesar 7 persen. 
Turunnya angka kriminalitas di laut Indonesia ini disebutkan karena 
adanya peningkatan pengawasan dan patroli laut yang dilakukan aparat 
keamanan. Di sisi lain, insiden kejahatan maritim paling banyak terjadi 
pada malam hari (74 persen), disusul pagi hari (22 persen) dan siang hari 
(4 persen).

Secara umum, tren kejahatan maritim di Indonesia ini memiliki kemiripan 
tren di kawasan Asia Tenggara (Gambar 2). Baik di Laut Cina Selatan 
maupun Selat Malaka dan Selat Singapura, juga memiliki kesamaan tren. 
Namun, khusus untuk tahun 2015, angka perompakan di perairan Selat 
Malaka dan Selat Singapura memiliki kenaikan signifikan (104 kasus), 
dibandingkan dengan tahun 2014 (49 insiden).

Gambar 2 Tren Perompakan dan Perampokan Bersenjata di Kawasan Asia 
Tenggara (Januari 2014 - September 2020)

Sumber: Diolah dari Laporan Periodik ReCAAP, Januari 2014 - September 2020

Ancaman Keamanan Maritim
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Kapal kargo curah (bulk carrier) dan tanker adalah yang paling banyak 
menjadi sasaran dari kejahatan ini (Gambar 3). Insiden yang menimpa kapal 
kargo curah dan tanker berturut-turut mencapai 88 kasus (43 persen) dan 
64 kasus (32 persen). Graham (2015) menjelaskan beberapa faktor yang 
mempengaruhi kapal komersil menjadi target kejahatan maritim antara 
lain umur kapal, ketinggian kapal, pelabuhan serta frekuensi menurunkan 
jangkar. Baik kapal kargo curah maupun tanker menjadi sasaran terbesar 
dari aksi kriminal ini dikarenakan kecepatan berlayar rendah ataupun 
sedang berhenti (Bateman, Raymond and Ho 2006).

Gambar 3 Jenis Kapal Sasaran Perompakan dan Perampokan Bersenjata 
di Indonesia  (Januari 2014 - September 2020)

Sumber: Diolah dari Laporan Periodik ReCAAP, Januari 2014 – September 2020

Secara spesifik, kawasan perairan Selat Malaka sangat rawan dengan 
perompakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal, baik yang 
sedang berlabuh maupun sedang berlayar. Data ReCAAP menunjukkan 
angka kejahatan terhadap kapal yang sedang bersandar ataupun berlabuh 
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di sekitar perairan ini pada periode 2014-2020 mencapai 89 insiden 
(46 persen). Selain itu, perairan Berau yang berada di dekat Alur Laut 
Kepulauan Indonesia (ALKI) II juga terpantau memiliki tingkat kejahatan 
yang cukup tinggi (16 persen). Detil lokasi perompakan dan perampokan 
bersenjata terhadap kapal yang sedang bersandar di perairan Indonesia 
diilustrasikan pada Gambar 4.

Gambar 4 Lokasi Perompakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal 
yang Bersandar di Indonesia

Sumber: Diolah dari Laporan Periodik ReCAAP, (Januari 2014 – September 2020)

Perairan di sekitar Selat Malaka juga merupakan rawan kejahatan maritim 
terhadap kapal komersial yang sedang berlayar di kawasan tersebut. 
Laporan ReCAPP mencatat beberapa wilayah perairan di Kepulauan 
Riau merupakan kawasan yang rawan perampokan bersenjata terhadap 
kapal. Tidak hanya itu, perairan yang tidak jauh dengan jalur pelayaran 
internasional yang ramai, seperti Laut Cina Selatan ataupun ALKI II juga 
memiliki kerawanan serupa. Detil kawasan rawan perompakan dan 
perampokan bersenjata terhadap kapal yang sedang berlayar di perairan 
Indonesia dirangkum dan disajikan pada Tabel 1.

Ancaman Keamanan Maritim
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Tabel 1 Lokasi Perompakan dan Perampokan Bersenjata
Terhadap Kapal yang Sedang Berlayar di Perairan Indonesia 

(Januari 2014 – September 2020)

Sumber: Diolah dari Laporan Periodik ReCAAP, Januari 2014 – September 2020
*Catatan: Jalur ini belum termasuk kawasan perairan Laut Cina Selatan, serta Selat Malaka 

dan Selat Singapura. Laporan ReCAAP membuat klaster sendiri terkait perairan tiga perairan 
ini dan tidak menyatukannya dengan perairan Indonesia

Jika ditelaah lebih lanjut, kawasan perairan Selat Malaka juga memiliki 
persoalan keamanan maritim lainnya. Penyelundupan narkotika di perairan 
ini juga marak terjadi. Laporan riset United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC) pada Mei 2020 menunjukkan adanya penurunan 
produksi dan konsumsi narkotika akibat pandemi Covid-19. Khusus untuk 
kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, pasar narkoba tetap mengalami 
perkembangan dan peningkatan produksi. Selain itu, penyelundupan 
narkoba melalui jalur laut semakin meningkat seiring dengan ditutupnya 
jalur penerbangan internasional. 

UNODC mencatat setidaknya ada tiga rute penyelundupan ilegal narkotika 
ke Indonesia yang digunakan organisasi transnasional Malaysia, yakni 
Selat Malaka, Tawau dan Kalimantan (UNODC 2019). Modus operandinya 
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adalah dengan menggunakan kapal nelayan (DPR 2018). Selain itu, 
narkotika juga dikirimkan ke Sumatera menyebrangi Selat Malaka melalui 
menggunakan kapal penyelundupan manusia. Mengingat banyaknya 
pintu masuk pelabuhan yang tidak terjaga serta ramainya jalur pelayaran 
membuat aparat keamanan sulit untuk mencegah masuknya narkotika ke 
Indonesia (Salleh 2020). 

Choir (2019) menguraikan garis perbatasan Indonesia-Malaysia yang 
cukup panjang, terbuka dan ramai, baik darat dan laut, telah membuka 
potensi penyelundupan narkoba. Secara khusus, Provinsi Kepulauan 
Riau secara geografis memiliki letak strategis karena berada di tengah 
Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan 
Thailand serta berada di kawasan Selat Malaka. Sebagai salah satu pintu 
masuk perdagangan internasional, posisi strategis Kepulauan Riau rentan 
dengan ancaman keamanan maritim (Prayuda, Warsito and Surwandono 
2019). Dengan memanfaatkan jalur tidak resmi transportasi laut, 
penyelundup narkotika dapat menggunakan kapal feri Pelabuhan laut 
Malaysia (Malaka) dengan menggunakan kapal fery menuju Indonesia 
seperti Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai, Belawan, 
Pontianak, Pemangkat/Sintete Sambas, Ketapang (Choir 2019).

3	 Ancaman Keselamatan Pelayaran
Uraian tentang keselamatan pelayaran pada segmen ini diolah berdasarkan 
data dari Laporan investigasi KNKT. Data ini berpotensi bias dan tidak 
lengkap. Bahkan data statistik pada laman resmi KNKT Kementerian 
Perhubungan  (http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_maritime/maritime.
htm) telah lama tidak diperbaharui. Hingga awal November 2020, data 
statistik kecelakaan maritim yang tersedia hanya tahun 2007-2009 saja. 
Oleh karena itu, angka insiden kecelakaan maritim yang disajikan dalam 
tulisan ini berpotensi lebih rendah dari data riilnya. 

Ancaman Keselamatan Pelayaran
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Pada periode 2014-2019, jumlah kecelakaan pelayaran maritim yang 
terjadi di perairan Indonesia, baik danau, sungai maupun laut  mencapai 
83 kasus. Umumnya insiden terjadi pada waktu malam hari (35 kasus 
atau 42 persen), disusul siang hari  (28 kasus atau 34 persen) dan pagi 
hari (20 kasus atau 24 persen). Rekapitulasi insiden kecelakaan pelayaran 
Indonesia disajikan pada Gambar 5. 

Gambar 5 Insiden Kecelakaan Pelayaran di Indonesia (2014 – 2019)

Sumber: Diolah dari laporan investigasi KNKT

Jenis kapal yang mendominasi insiden kecelakaan pelayaran adalah 
kapal angkut penumpang yang mencapai 40 kasus (48 persen). Disusul 
jenis kapal kargo umum 18 insiden (22 persen), tanker 12 insiden (15 
persen), kapal kontainer 6 insiden (7 persen), kapal kargo curah 4 insiden 
(5 persen), tug boat sebanyak 1 insiden (1 persen) dan kapal lainnya 2 
insiden (2 persen). Jenis kapal yang terlibat dalam insiden kecelakaan 
pelayaran maritim diilustrasikan pada Gambar 6
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Gambar 6 Jenis Kapal yang Mengalami Kecelakaan Pelayaran
di Indonesia (2014 – 2019)

  

Sumber: Diolah dari laporan investigasi KNKT

Kapal yang mengalami kecelakaan mayoritas terjadi saat sedang berlayar 
yaitu sebanyak 58 insiden (70 persen). Sedangkan, tercatat 25 insiden 
kecelakaan terjadi saat kapal sedang berlabuh atau melepas jangkar (30 
persen). Jika melihat pada lokasi kejadian, 75 insiden tidak terjadi pada 
tiga ALKI yang dimiliki Indonesia (90 persen). Pada ALKI I dan II masing-
masing terjadi empat insiden kecelakaan.  Sementara itu, dua jenis 
kecelakaan yang cukup mendominasi selama lima tahun terakhir adalah 
terbakar (26 insiden) dan tenggelam (19 insiden). Detil jenis kecelakaan 
pelayaran disajikan pada Gambar 7.

Ancaman Keselamatan Pelayaran
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Gambar 7 Jenis Kecelakaan Pelayaran di Indonesia (2014 – 2019)

Sumber: Diolah dari laporan investigasi KNKT

Lebih jauh, penyebab kecelakaan yang mendominasi adalah faktor kurang 
dipenuhinya standar kelaikan armada serta prosedur yang tidak dipatuhi, 
yang tertuang dalam kategori lain-lain. Jumlah insiden yang disebabkan 
kategori ini mencapai 42 kasus (51 persen). Sementara faktor kelalaian 
manusia dan kegagalan mesin/teknik berturut turut sebanyak 20 kasus 
(24 persen) dan 9 kasus (11 persen). Minimnya panduan pelayaran 
berkontribusi menjadi penyebab 7 insiden (8 persen) dan cuaca buruk 
sebanyak 5 insiden (6 persen). Gambar 8 mengilustrasikan secara rinci 
penyebab terjadinya kecelakaan pelayaran maritim di Indonesia.
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Gambar 8 Penyebab Kecelakaan Pelayaran di Indonesia (2014 – 2019)

Sumber: Diolah dari laporan investigasi KNKT

4	 Penutup
Ancaman keamanan dan keselamatan pelayaran terhadap program 
pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim yang dijalankan 
pemerintah dalam lima tahun terakhir masih menjadi ancaman nyata. 
Sajian data di atas mengafirmasi penelitian yang dilakukan RAND 
Corporation (2018), lembaga think tank Amerika Serikat, bahwa salah 
satu tantangan utama dari keamanan maritim adalah perompakan dan 
perampokan bersenjata. Peningkatan kehadiran aparat keamanan di 
laut dinilai belum optimal karena kejahatan maritim di wilayah perairan 
Indonesia masih relatif tertinggi di kawasan. 

Harus diakui, posisi geografis Indonesia yang dilintasi jalur kunci 
perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan ALKI berperan seperti 
dua mata pisau. Di satu sisi, posisi tersebut menaikkan bobot strategis 
dan geopolitik negara. Sementara di sisi lain, ancaman keamanan maritim 
tidak bisa dihindari. Palmer (2014) berargumen salah satu penyebab dari 

Penutup
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meningkatnya perompakan adalah teritori yang memiliki akses terhadap 
laut dan jalur pelayaran utama. Seperti kita tahu, Selat Malaka misalnya 
tercatat sebagai jalur pelayaran yang dilintasi sepertiga perdagangan 
dunia dan jalur suplai minyak dunia (Graham 2015). 

Tingginya angka kapal pengangkut logistik yang menjadi sasaran 
perompakan dan perampokan bersenjata tetap harus diwaspadai, 
sekalipun tren insiden kejahatan maritim menurun. RAND (2018) 
mencatat, kurangnya sumber daya aparat keamanan untuk melakukan 
patroli 24 jam di seluruh kawasan perairan nusantara berkontribusi 
terhadap dinamika ancaman keamanan maritim. Apalagi, merujuk pada 
waktu kejadian, malam hari adalah waktu yang paling banyak terjadinya 
insiden kejahatan (74 persen). 

Lebih tingginya pola operandi sasaran perompakan dan perompakan 
bersenjata di malam hari pada saat kapal berlabuh atau lepas jangkar 
(95 persen) pada aspek keamanan maritim, di satu sisi, dan pola 
frekuensi kecelakaan maritim yang cukup tersebar berdasarkan waktu 
yaitu malam, siang, dan pagi, di sisi lain tentu menjadi temuan dasar 
awal yang penting dalam mengembangkan kebijakan strategis dalam 
pencegahan, penindakan, dan penyelesaian terkait dengan tata kelola 
nasional dalam keamanan dan keselamatan maritim. Pola lokasi sasaran 
perompokan dan perompakan bersenjata yang terkonsentrasi di sekitar 
perairan Kalimantan, Pulau Bangka dan Belitung, serta Kepulauan Riau 
pun mengindikasikan keterkaitan kuat kondisi sosial ekonomi dan 
budaya terhadap praktik ini. Merujuk pada kondisi ini, harmoni dan 
sinergi kebijakan nasional dan lokal menjadi semakin vital dan darurat 
untuk segera dilakukan dengan kunci pada penguatan kapasitas institusi 
dan manajemen informasi melalui pengembangan kapabilitas aparat dan 
dukungan infrastruktur.

Peningkatan, baik kualitas dan kuantitas, sistem pengawasan maritim 
terintegrasi (integrated maritime surveillance system) patut menjadi 
perhatian pemerintah di masa mendatang. Salah satu upaya dalam rangka 
menutupi kekurangan sumberdaya aparat keamanan yang mampu hadir 
selama 24 jam adalah dengan penguatan kemampuan pengawasan 
dengan mengadopsi perkembangan teknologi maritim terkini. Dalam 
hal ini, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan peningkatan jumlah 
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radar pengawas, baik yang berada di pantai maupun di laut lepas, yang 
terintegrasi dengan satelit. Selain itu, perbaikan sistem pengawasan 
maritim terintegrasi  diprediksi dapat berkontribusi untuk memajukan 
keamanan maritim Indonesia. Perbaikan pengawasan maritim terintegrasi 
dapat berperan untuk menutupi kekurangan panduan pelayaran maritim. 

Dengan kata lain, pembaruan sistem pengawasan maritim terintegrasi 
ini dapat semakin mengoptimalkan implementasi fungsi deteksi dini 
terhadap ancaman keamanan dan keselamatan pelayaran. Dengan begitu, 
respon maupun aksi yang dilakukan aparat terkait dapat diberikan lebih 
cepat, akurat dan terukur. Penelitian lanjutan yang menggunakan basis 
data yang lebih luas dibutuhkan guna menghitung dan mensimulasikan 
rencana peningkatan pembangunan sistem pengawasan maritim 
terintegrasi yang dikaitkan dengan tren ancaman keamanan maritim dan 
keselamatan pelayaran. Hasil yang diharapkan adalah adanya skenario 
membangun sistem pengawasan maritim terintegrasi yang berbasis pada 
evaluasi kondisi ancaman dan keselamatan pelayaran beserta sejumlah 
faktor terkait.

Dihapuskannya Indonesia dari daftar hitam negara yang kapalnya gagal 
melewati inspeksi pelabuhan luar negeri adalah sebuah kemajuan. Meski 
demikian, perbaikan tata kelola keselamatan maritim termasuk integrasi 
data, seperti yang diuraikan laporan CSIS (2020), tetap menjadi sebuah 
kebutuhan mendesak.

Penutup
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